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Abstrak
	Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan pertanggungjawaban social PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur berdasarkan Surat Keputusan direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor. HK.658/8/5/I/PI.II-17. Daalam penilitian ini metode peniltian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan uji tanda sebagai pengujian hipotesis, sehingga diperoleh hasil penilitian bahwa laporan pertanggungjawaban social PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor. HK.568/8/5/1/PI/II-17. Selain itu ditegaskan juga dari hasil pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui bahwa hipotesis yang diterima karena tidak ada perbedaan kedua perlakuan.
Kata Kunci: Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur

Abstract
This study aims to determine how the presentation of the social responsibility report of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Teluk Bayur Branch based on the Decree of the Board of Directors of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number. HK.658 / 8/5 / I / PI.II-17. In this research, the research method used is descriptive method with the sign test as a hypothesis testing, so that the research results show that the social responsibility report of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Teluk Bayur Branch in accordance with the Decree of the Directors of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number. HK.568 / 8/5/1 / PI / II-17. In addition, it is also confirmed from the results of hypothesis testing used to find out that the accepted hypothesis is because there is no difference between the two treatments.
Keywords: Social Responsibility Reporting of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Teluk Bayur Branch

PENDAHULUAN

	Corporate Social Responsibility yang selanjutnya CSR adalah bentuk dukungan dari perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuaii dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau peraturan perubahannya (Surat Keptusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17)
	Dipilihnya PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sebagai obyek penilitian atas dasar pertimbangan bahwa perusahaan ini merupakan “pelabuhan Teluk Bayur yang berlokasi di Kota Padang merupakan pelabuhan laut terbesar di wilayah pantai barat Sumatra. Pelabuhan ini merupakan salah satu cabang pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau yang biasa dikenal dengan IPC (Indonesia Port Corporation). IPC sendiri berstatus sebagai perusahaan BUMN yang 100% modalnya dimiliki Negara (http://www.telukbayurport.co.id)”. 
	Dari latar belakang di atas, rumusan masalah penilitian ini adalah “Apakah bentuk laporan pertanggungjawaban social PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/8/5/1/PI.II-17
	Tujuan dan kegunaan dari penilitian ini adalah menganalisis kesesuaian laporan pertanggungjawaban social PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/8/5/1/PI.II-17.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
	Sebagaimana yang ditekankan oleh Bowen kewajiban dan tanggung jawab social dari perusahaan bersandar pada keselarasan antara tujuan-tujuan (objectives) dan niliai-niliai perusahaan (corporate values) dengan berbagai tujuan dan nilai-nilai dari suatu masyarakat. Kedua hal yang telah disebutkan oleh Bowen, yakni keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat merupakan dua premis dasar tanggungjawab social perusahaan. Premis Pertama, perusahaan bias ada dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetepakn masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya pemerintah perusahaan memiliki kontrak social (social contract) yang berisi sejumlah hak dan kewajiban. Kontrak social itu akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi masyarakat. Tetapi apapun perubahan yang terjadi kontral social tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Kontrak sosial ini pula yang akan menjadi wahana bagi perusahaan untuk menyesaikan tujuan-tujuan perusahaan dengan tujuan masyarakat yang pelaksanaannya dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Premis Kedua, yang mendasar tanggungjawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agent moral (moral agent) dalam suatu masyarakat. Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan puncak perusahaan senantiasa melibatkan pertimbangan nilai atau mencerminkan niliai-nilai yang dimiliki oleh manajemen puncak. Oleh sebab itu agar terjadi keselarasan antara nilai-nilai yang dimiliki perusahaan dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Premis kedua ini memuat dimensi etis dari segi tanggung jawab sosial (Solihin Ismail, 2012: 216).

Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
	Dalam peraturan pemerintah dimaksut dengan :
1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbabtas serta peraturan pelaksanannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar.
3. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memiliki Perseroan, baik dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketenntuan anggaran dasar.
4. Dewan komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Pasal1).

Bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan adalah:
1. Perusahaan menjalankan kegaitan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan sebagaimana dikamsud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74).

Manfaat Corporate Social Responcibility bagi perusahaan
Sedang Muljati (2011), melihat manfaat CSR bagi perusahaan adalah:
1. Meningkatkan Citra Perusahaan
2. Memperkuat “Brand” Perusahaan
3. Mengembangkan Kerjasama dengan Para Pemangku Kepentingan
4. Membedakan Perusahaan dengan Persaingannya
5. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan
6. Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan
7. Meningkatkan Harga Saham (Totok Mardikanto, 2014: 136)

Corporate Social Responcibility (CSR) sebagai Kebijakan Perusahaan
	CSR adalah tentang kewajiban organisasi untuk semua stakeholder, bukan hanya pada pemegang saham. Empat dimensi CSR:
1. Tanggungjawab ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik.
2. Tanggungjawab hukum untuk memtuhi hukum.
3. Tanggungjawab etis, yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi melakukan apa yang benar, wajar dan adil.
4. Tanggungjawab filantropis, untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan berniat baik. Jika keempat dimensi ini bias dilakukan dengan baik maka akan mencapai apa yang disebut dengan “corporate citizenship” yang berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat (Mardikanto, Tontok, 2014: 142)

Pedoman Pelaporan Corporate Social Responsibility PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
	Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Pasal 2).
	Tanggungjawan sosial dan lingkuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Pasal 3 Ayat 1).
	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1212 Pasal 3 Ayat 2).
	Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pereaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Pasal 4 Ayat 1).
	Rencana tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran sosial dan lingkungan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Pasal 4 Ayat 2).

2. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Corporate Social Respoonsibility (CSR) di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
	Bentuk penyusunan dan penyampaian laporan program kemitraan, program bina lingkungan dan CSR kantor pusat dan cabang pelabuhan adalah: 
1. EVP Sekretaris perusahaan menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR pada Kantor Pusat dan laporan  konsolidasi secara periodik meliputi:
a. Laporan triwulan
b. Laporan semesteran
c. Laporan tahunan
d. Laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembinaan lain (Apabila terdapat program sinergi dengan BUMN Pembinaan lain).
2. General Manager Cabang Pelabuhan menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR pada Cabang  Pelabuhan secara periodik meliputi:
a. Laporan bulanan
b. Laporan triwulan
c. Laporan semesteran
d. Laporan tahunan
e. Laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembinaan lain (Apabila terdapat program sinergi dengan BUMN Pembina lain).
3. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini disampaikan kepada Direksi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Laporan Bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah masa bulan, triwulan atau semester dimaksud berakhir.
b. Laporan Tahunan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa tahun dimaksud berakhir.
c. Laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembinaan lain disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
d. Bentuk dan isi Laporan Pelaksanaan program kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17 Pasal 21).
Bentuk penyusunan dan pengesahaan laporan program kemitraan dan program bina lingkungan perusahaan kepada kementerian BUMN adalah:
1. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR dibuat secara periodik antara lain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
2. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan VSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Perusahaan yang dituangkan dalam bab tersendiri.
3. Pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR diaudit bersamaan dengan audit Laporan Keuangan Perusahaan.
Pengesahaan Laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR menjadi satu kesatuan dengan pengesahaan Laporan Tahunan Perusahaan (Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17 Pasal 22).

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
	Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah laporan atas aktivitas perusahaan dalam hubungannya dengan stakeholder (Theresia Woro Damayanti, 2009).

Pelaporan Akuantansi Pertanggungjawaban Sosial
	“Laporan tanggungjawab sosial merupakan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan permasalahan dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan tahunan (annual report) yang dipertanggungjawabkan direksi didepan siding Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang dilakukan selama tahun terakhir (Nur, 2012) (Tumilantouw Frety Emma Belda dkk, 2017)”.

Hipotesis
	Diduga pelaporan pertanggungjawaban sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17

GAMBARAN UMUM OBJEK PENILITIAN DAN METODE PENILITIAN

Gambaran Umum Penilitian
	Lokasi penilitian dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur yang berlokasi Jalan Semarang No 3 Teluk Bayur 25217.

Metode Penilitian
Metode Pengumpulan Data
1. Survei Pendahuluan
Melakukan kunjungan dan menjelaskan manfaat tentang objek penilitian yang dilakukan yang bertujuan untuk melakukan pendekatan awal kepada perusahaan.
2. Studi Kepustakaan
Mendapatkan literature yang relevan dengan penilitian. Ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai pedoman pelaksanaan penilitian (Manguluang, Agussalim 2010).
2. Survei Lapangan
Dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur. Pada tahap ini dikumpulkan data yang dibutuhkan dalam penilitian.

Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Mengumpulkan data berupa dokumen perusahaan baik yang bersifat umum maupun spesifik terkait objek penilitian.
2. Observasi
Pengamatan langsung objek fisik guna memperoleh data dan informasi yang lebih konkrit. Pengamatan dilakukan di kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur. Data dan informasi yang dimaksut adalah data keuangan yang mencerminkan pengelolaan CSR hingga pelaporannya dalam keuangan perusahaan.
3. Wawancara
Digunakan untuk mengeksplorasi implementasi dan perlakuan akuntansi dari transaksi yang berkaitan dengan program CSR PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur

Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
1. Data Primer
Data yang dikumpulkan peniliti selama penilitian berjalan
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari penilitian orang lain (Manguluang, Agussalim 2010: 54).
Data yang dikumpulkan pada penilitian ini antara lain sebagai berikut:
a. Program CSR yang telah diimplementasikan
b. Data Pencapaian program CSR
c. Laporan manajemen CSR
d. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17


Sumber Data
	Sumber data yang digunakan pada penilitian ini ada pada Bagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab menjankan program tanggung jawab sosial sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan program dean realisasi anggaran program PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.

Analisis Deskriptif
	Bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, fluktuasi dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu (Manguluang, Agussalim 2010: 61).

Metode Pengujian Hipotesis
Uji Tanda
	Dalam Observasi, sering ingin membandingkan pengaruh dua hasil perlakuan dari data berpasangan. Uji ini sangat baik apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:
1. Pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen.
2. Masing-masing pengamatan dalam tiap pasangan terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa.
3. Pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda.
Selanjutnya, misalkan h menyatakan banyak tanda yang terjadi paling sedikit, maka bilangan ini dapat diapakai untuk menguji hipotesis sebagai berikut:
H0 : tidak ada perbedaan kedua perlakuan
Ha : terdapat perbedaan kedua perlakuan
Ketentuan Tolak H0 dan menerima Ha ; apabila h-hitung ≤ h-tabel dan sebaliknya Tolak Ha dan menerima H0 ; apabila h-hitung ≥ h-tabel (Manguluang, Agussalim 2015: 131)

Tabel Daftar Pertanyaan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur
	NO.
	DAFTAR PERTANYAAN
	YA
	TIDAK

	1

	Apakah EVP Sekretaris Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR pada Kantor Pusat dan laporan konsolidasi secara Triwulan, Semesteran, Tahunan, dan laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembina lain (Apabila terdapat program sinergi dengan BUMN Pembina lain)?
	
	


	2
	Apakah General Manager menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR pada Cabang Pelabuhan secara Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan, dan laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembina lain (Apabila terdapat program sinergi dengan BUMN Pembina lain)?
	
	

	3
	Apakah laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR disampaikan kepada Direksi seperti Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan disampaikan 10 (sepuluh) hari setelah masa bulan, triwulan, atau semesteran dimaksud berakhir?
	
	

	4
	Apakah Laporan Tahunan disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah masa tahun dimaksud berakhir?
	
	

	5
	Apakah laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembina lain disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan?
	
	

	6
	Apakah bentuk dan isi Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun dengan ketentuan yang berlaku?
	
	

	7
	Apakah laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR dibuat secara periodik antara lain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan?
	
	

	8
	Apakah laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR menjadi satu kesatuan dengan Laporan Triwulan dan laporan Tahunan Perusahaan yang dituangkan dalam bab tersendiri?
	
	

	9
	Apakah pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR diaudit bersamaan dengan audit Laporan Keuangan Perusahaan?
	
	

	10
	Apakah Laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR menjadi satu kesatuan dengan pengesahaan Laporan Tahunan Perusahaan?
	
	


Sumber: SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/8/5/1/PI.II-17 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

ANALISA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
	Sampai dengan Triwulan Tahun 2017 program bina lingkungan telah menyalurkan bantuan di kategorikan :
1. Bantuan Korban Bencana Alam
2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Pengujian Hipotesis
	Diduga pelaporan tanggungjawab sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK. 568/8/5/1/PI.II-17

Pembahasan Hasil Penilitian
1. Hasil Uji Tanda Kesesuaian Pelaporan Tanggungjawab Sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
	Dalam uji tanda yang diperoleh dari pelaporan tanggungjawab sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur jika sesuai dengan Surat Keterangan Direksi   PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Nomor: HK. 568/8/5/1/PI.II-17 maka diberi tanda (+), jika tidak sesuai diberi tanda (-).


Tabel Uji Tanda Kesesuaian Pelaporan Tanggungjawab Sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
	No
	Pelaporan CSR Berdasarkan Sk Direksi


	Pelaporan tanggungjawab sosial pt. Pelabuhan indonesia ii (persero) cabang teluk bayur 
	Selisih Tanda
(Xi-Yi)

	1.
	EVP Sekretaris Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR pada Kantor Pusat dan laporan konsolidasi secara Triwulan, Semesteran, Tahunan, dan laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembina lain (Apabila terdapat program sinergi dengan BUMN Pembina lain)?
	EVP Sekretaris Perusahaan menyusun atau mengirim sebuah konsep Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR kepada kantor cabang yang akan  dilaksanakan oleh kantor cabang
	

+

	2.
	General Manager menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR pada Cabang Pelabuhan secara Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan, dan laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembina lain (Apabila terdapat program sinergi dengan BUMN Pembina lain)?
	General Manager hanya sebagai pelaporan dan melakukan koreksi ketika ada yang ingin dikoresi dan dikembalikan lagi kepada kelompok kerja KBL sebelum dilakukan pembukuan
	
+

	3.
	Apakah laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR disampaikan kepada Direksi seperti Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan disampaikan 10 (sepuluh) hari setelah masa bulan, triwulan, atau semesteran dimaksud berakhir?
	Laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR disampaikan kepada Direksi secara Triwulan dan Tahunan selama 3 (tiga) hari setelah masa triwulan dan tahunan berakhir secara soft copy didalm system KBL yang dimiliki perusahaan, sementara untuk pelaporan bulanan hanya dilakukan di kantor cabang
	
+

	4.
	Laporan Tahunan disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah masa tahun dimaksud berakhir?
	Pelaporan laporan tahunan dilakukan paling lambat adalah 2 (Minggu), karena ada target pelaporan yang dikirim oleh direksi
	+

	5.
	Laporan atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Pembina lain disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan?
	Program yang dilaksanakan dengan pembina lain tetap disampaikan
	+

	6.
	Bentuk dan isi Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun dengan ketentuan yang berlaku?
	Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun dengan ketentuan yang berlaku
	+

	7.
	Laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR dibuat secara periodik antara lain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan?
	Laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR dibuat secara periodik antara lain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
	+

	8.
	Laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR menjadi satu kesatuan dengan Laporan Triwulan dan laporan Tahunan Perusahaan yang dituangkan dalam bab tersendiri?
	Setiap laporan dibuat di dalam satu buku dan setiap program dijabarkan terdiri dari Program Bina Lingkungan, Pogram CSR, dan Kemitraan
	+

	9.
	Pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR diaudit bersamaan dengan audit Laporan Keuangan Perusahaan?
	Pelaksanan audit Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR dilaksanakan di kantor pusat, karena kantor pusat sendiri yang mengirim laporan Program Bina Lingkungan dan CSR ke kementrian yang didapat dari kantor cabang
	-

	10.
	Laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR menjadi satu kesatuan dengan pengesahaan Laporan Tahunan Perusahaan?
	Ungkapan jawaban dari permasalahan ini adalah laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR terpisah dari laporan Tahunan Perusahaan
	+


Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil wawancara dengan narasumber

Jika dilihati dari hasil uji tanda diatas, terjadi kesesuaian antara Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK. 568/8/5/1/PI.II-17 dengan Pelaporan Tanggungjawab Sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.
Tanda (Xi-Yi) yang memberikan h-hitung = 1 untuk tanda yang terjadi paling sedikit ialah tanda negatif. Dengan n = 10 dan α = 0,01, maka h-tabel =(5% : 10) = 0 dari table lampiran diperoleh nilai h-tabel = 0. Keputusannya, menolak HA dan menerima H0 karena h-hitung = 1 > h-tabel =0, berarti bahwa hasil kedua realisasi pelaporan tanggungjawab sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dan pelaporan CSR berdasarkan surat keputusan direksi sama pada taraf nyata kesalahan (α) = 1%. Kesimpulannya, dari hasil uji tanda yang dilakukan peniliti dinyatakan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur telah melaksanakan dan sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh kantor pusat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.

Analisa dan Pembahasan
	Dari hasil penilitian yang dilakukan peniliti dengan metode wawancara, disimpulkan hasil sebagai berikut: 
EVP Sekretaris Perusahaan menyusun atau mengirim sebuah konsep Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR kepada kantor cabang yang akan  dilaksanakan oleh kantor cabang. Pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
General Manager hanya sebagai pelaporan dan melakukan koreksi ketika ada yang ingin dikoresi dan dikembalikan lagi kepada kelompok kerja KBL sebelum dilakukan pembukuan. Artinya General Manager ikut serta dalam menyusun laporan pelaksanaan Program Bina Lingkungan dan CSR pada Cabang Teluk Bayur, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
Laporan pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR disampaikan kepada Direksi secara Triwulan dan Tahunan selama 3 (tiga) hari setelah masa triwulan dan tahunan berakhir secara soft copy didalm system KBL yang dimiliki perusahaan, sementara untuk pelaporan bulanan hanya dilakukan di kantor cabang, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
Pelaporan tahunan dilakukan paling lambat adalah 2 (Minggu), karena ada target pelaporan yang dikirim oleh direksi, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
Penyampaian laporan atas pelaksanaan program yang di laksankan melalui sinergi  dengan BUMN atau pembina lain, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun dengan ketentuan yang berlaku, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
Laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR dibuat secara periodik antara lain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
Untuk laporan Program Bina Lingkungan, Pogram CSR, dan Kemitraan dibuat di dalam satu buku tersendiri dan setiap program dijabarkan terdiri dari Program Bina Lingkungan, Pogram CSR, dan Kemitraan, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.
Pelaksanan audit Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR dilaksanakan di kantor pusat, karena kantor pusat sendiri yang mengirim laporan Program Bina Lingkungan dan CSR ke kementrian yang didapat dari kantor cabang, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (-) karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17 karena pelaksanaan audit terkadang tidak dilaksanakan di kantor cabang. 
Laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR terpisah dari laporan Tahunan Perusahaan, pada saat uji tanda ini diberikan tanda (+) karena sesuai dengan apa yang disampaikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/5/1/PI.II-17.

PENUTUP	

	Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur maka penulis memberikan kesimpulan serta saran bagi perusahaan dan peniliti lain sebagai berikut:

Kesimpulan
Dari hasil penilitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. “Bentuk laporan pertanggungjawaban sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/8/5/1/PI.II-17”.
Dengan bentuk realisasi pelaksanaan sebagai berikut :
a. Penyaluran bantuan pinjaman modal dan rekrutmen mitra binaan
b. Penyaluran bantuan hibah atau pembinaan
c. Penyaluran bantuan bina lingkungan
2. Laporan pertanggungjawaban sosial PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/8/5/1/PI.II-17

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1. Agar dari kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilakukan audit internal di setiap kantor cabang, kegiatan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang terjadi pada pembuatan laporan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Meningkatkan program kemitraan, program bina lingkungan dan CSR PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur agar lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar pelabuhan dan pemerintah daerah.
3. Diharapkan kepada peniliti selanjutnya yang akan meneliti sesuai dengan judul ini agar menambah dan memperluas objek penilitian disuatu perusahaan sehingga dapat menambah wawasan tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
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